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Abstract- This study aims to analyze the legal remedies for denial of default in the civil procedural law system in 

Indonesia. The main problem raised is how the denial mechanism can provide legal protection for defendants 

who are not present at the trial, and how the application of denial in judicial practice is related to the principle 

of fair and speedy trials. The background of this study is based on the phenomenon of many civil cases being 

decided by default due to the absence of the defendant, which then leads to the submission of denial as a means 

of protecting the defendant's rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach 

and case studies. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and 

relevant literature, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that denial is an important legal 

right for defendants to defend themselves against unilaterally imposed decisions. However, in practice, the 

implementation of denial is often hampered by administrative factors, the defendant's ignorance of their rights, 

and different interpretations by law enforcement officers regarding the deadline for submitting denial. Therefore, 

it is necessary to strengthen regulations and socialize the mechanism of verzet so that the principle of justice in 

the civil trial process can be realized optimally. 
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Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam sistem 

hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah mengenai bagaimana mekanisme 

verzet dapat memberikan perlindungan hukum bagi tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, serta bagaimana 

penerapan verzet dalam praktik peradilan dihubungkan dengan asas peradilan yang adil dan cepat. Latar belakang 

penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya perkara perdata yang diputus secara verstek karena 

ketidakhadiran tergugat, yang kemudian berujung pada pengajuan verzet sebagai sarana perlindungan hak 

tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, serta literatur yang relevan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

verzet merupakan hak hukum yang penting bagi tergugat untuk membela diri terhadap putusan yang dijatuhkan 

secara sepihak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan verzet kerap terkendala oleh faktor administratif, 

ketidaktahuan tergugat terhadap hak-haknya, serta penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum mengenai 

tenggat waktu pengajuan verzet. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai 

mekanisme verzet agar prinsip keadilan dalam proses peradilan perdata dapat terwujud secara optimal. 

 

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Putusan Verstek, Verzet 

 

1. PENDAHULUAN 

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan 

verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang 

dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa 

hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.  

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar 

hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat : 
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a. Teirgugat atau para Te irgugat keiseimuanya tidak datang pada hari sidang yang te ilah 

diteintukan atau tidak meingirimkan jawaban; 

b. Teirgugat atau para Te irgugat teirseibut tidak me ingirimkan wakil / kuasanya yang sah 

untuk meinghadap atau tidak meingirimkan jawaban; 

c. Teirgugat atau para Teirgugat teirseibut teilah dipanggil deingan sah dan patut; 

d. Gugatan beiralasan dan beirdasarkan hukum. 

Syarat-syarat teirseibut di atas harus satu pe irsatu dipeiriksa deingan seiksama, baru apabila 

beinar-beinar peirsyaratan itu ke iseimuanya teirpeinuhi, putusan veirsteik dijatuhkan deingan 

meingabulkan gugatan, se ihingga bisa saja gugatan tidak dapat dite irima apabila tidak 

meimpunyai dasar hukum. 

Peirlu dikeimukakan, apabila pada hari yang dite intukan teirgugat tidak hadir dan pula ia 

tidak meinyuruh orang lain untuk hadir se ibagai wakilnya, padahal ia te ilah dipanggil deingan 

patut maka gugatan itu dite irima deingan putusan tak hadir (veirsteik), keicuali kalau teirnyata 

dalam peingadilan neigeiri bahwa gugatan teirseibut meilawan hak atau tidak beiralasan. 

Dari peingamatan peinulis pada putusan Pe ingadilan Neigeiri Kisaran deingan Reigisteir 

No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis te irhadap putusan veirsteik maupun dalam praktik pe iradilan masih 

banyak yang me imiliki peimahaman yang teipat dan beinar teintang putusan ve irsteik, hal ini juga 

teirjadi pada paniteira, advokat se ihingga acap kali me injadi peirdeibatan yang me inguras teinaga 

dan buang-buang waktu, se irta dapat beirujung adanya peingaduan. 

Dalam peidoman teiknis Peiradilan Peirdata Umum, Mahkamah Agung te ilah meimbeirikan 

peitunjuk peinyeileisaian seiputar peirmasalahan peirkara veirsteik namun dalam praktiknya masih 

banyak yang muncul dan pe irbeidaan peilaksanaan. Hal-hal itulah yang masih me imeirlukan 

eilaborasi hingga meineimukan peingeirtian dan peimahaman yang luas, te ipat dan beinar teintang 

putusan veirsteik. Peingeirtian yang te ipat dan beinar dapat diharapkan meindorong sifat teigas dari 

hakim seihingga asas peiradilan seideirhana, ceipat dan biaya ringan diwujudkan seirta untuk 

meimeinuhi rasa keiadilan masyarakat. 

Akan teitapi meiskipun proseis peimeiriksaan beirlaku keipada teirgugat yang tidak hadir, 

hakim wajib meimeirintahkan untuk me imanggilnya pada peirsidangan yang akan datang. Pada 

peirsidangan beirikutnya teirbuka keiseimpatan meingajukan bantahan apabila teirgugat meinghadiri 

peirsidangan. 

Seijalan deingan hangatnya peimbicaraan peimbicaraan teintang masalah putusan veirsteik ini 

dan dihubungkan deingan kasus beirdasarkan Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis yang mana ada 

Peinggugat beirnama Pardomuan Sitorus me ilawan Teirgugat I Rotua Boru Simorangkir. 

Teirgugat II Jhon Weisly Gultom, Teirgugat III Kaliasim Gultom yang bahwa te irgugat-teirgugat 
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teilah dipanggil seicara sah dan patut untuk datang me inghadap dipeirsidangan tidak hadir, 

seihingga hakim meingabulkan gugatan peinggugat untuk seibagian deingan putusan veirsteik. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Peineilitian ini meingguinakan meitodei peineilitian huikuim normatif, yaitu i suiatui meitodei 

yang meineilaah huikuim seibagai norma, kaidah, dan asas yang be irlakui dalam siste im huikuim. 

Peindeikatan yang diguinakan meilipuiti peindeikatan peiruindang-uindangan, konseiptuial, dan kasuis. 

Peindeikatan peiruindang-uindangan dilakuikan deingan meineilaah keiteintuian hu ikuim positif yang 

meingatuir teintang veirzeit teirhadap puituisan veirsteik, seipeirti yang teircantuim dalam Heirziein 

Indoneisisch Reigleimeint (HIR) dan Re ichtsreigleimeint voor dei Buiiteingeiweistein (RBg). 

Peindeikatan konseiptuial digu inakan uintuik meimahami konseip dan teiori huikuim meingeinai veirzeit 

seibagai beintuik peirlinduingan huikuim bagi teirguigat yang tidak hadir dalam pe irsidangan. 

Seimeintara itui, peindeikatan kasu is dilakuikan deingan meingkaji pu ituisan-puituisan peingadilan, 

seipeirti Puituisan Peingadilan Neigeiri Kisaran No. 09/Pdt.G/2012/PN.Kis se irta yuirispruideinsi 

Mahkamah Aguing, guina meilihat bagaimana konseip veirzeit diteirapkan dalam praktik peiradilan. 

Suimbeir data dalam peineilitian ini teirdiri dari bahan huikuim primeir, yaitui peiratu iran peiruindang-

uindangan dan yuirispruideinsi; bahan huikuim seikuindeir seipeirti doktrin dari para ahli hu ikuim; seirta 

bahan huikuim teirsieir beiruipa kamuis dan einsiklopeidia huikuim. Seimuia data dianalisis se icara 

kuialitatif uintuik meinggambarkan peineirapan uipaya hu ikuim veirzeit teirhadap pu ituisan veirsteik dan 

meinilai keiseisuiaiannya deingan prinsip-prinsip keiadilan dan peirlinduingan huiku im dalam sisteim 

peiradilan peirdata Indoneisia. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tuijuian Peilaksanaan Veirzeit Teirhadap Pu ituisan Veirsteik Dalam Hu ikuim Acara Peirdata 

Veirzeit (Peirlawanan) meiruipakan salah satu i uipaya huikuim biasa yang dapat diminta ole ih 

salah satu i ataui keiduia beilah pihak yang beirpeirkara teirhadap suiatui puituisan PN, yang sifatnya 

meingheintikan peilaksanaan pu ituisan uintuik seimeintara. Veirzeit ataui peirlawanan yang meiruipakan 

uipaya huikuim teirhadapan pu ituisan yang dijatu ihkan peingadilan kareina teirguigat tidak hadir pada 

waktui peirkara teirseibuit dipeiriksa ataui peirkara yang dipu ituis seicara veirsteik. Keipada pihak yang 

dikalahkan seirta diteirangkan keipadanya bahwa ia be irhak meingajuikan peirlawanan (veirzeit) 

teirhadap puituisan tak hadir itu i keipada peingadilan. 

Apabila teirlawan/ dahu ilui peingguigat tidak datang me inghadap pada hari sidang te irhadap 

uipaya huikuim veirzeit, teirlawan/ dahuilui peingguigat dianggap tidak heindak meilawan atas 

peirlawanan yang teilah diaju ikan teirhadap puituisan veirsteik teirseibuit. 
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Peirlawanan ini akan dipu ituis seicara contradiktoir deingan meimbatalkan puitu isan veirsteik yang 

seimuila seirta meingadili lagi de ingan meinolak guigatan seimuila. 

Dalam huikuim acara peirdata, veirzeit adalah uipaya huikuim yang dapat diaju ikan teirhadap 

puituisan veirsteik, yang dijatu ihkan keitika teirguigat tidak hadir dalam pe irsidangan. Veirzeit dapat 

diajuikan dalam waktu i 14 hari seiteilah teirguigat meineirima puituisan veirsteik, seibeiluim puituisan 

teirseibuit meimiliki keikuiatan huikuim teitap. Jika pu ituisan tidak langsu ing dibeiritahuikan keipada 

teirguigat, veirzeit masih dapat diteirima hingga 8 hari seiteilah peineiguiran ataui 14 hari seiteilah suirat 

peirintah peinyitaan (Pasal 129 HIR/153 RBg). 

Veirzeit hanya teirseidia bagi teirguigat yang dikalahkan dalam pu ituisan veirsteik, seidangkan 

bagi peingguigat yang kalah te irseidia uipaya banding. Oleih kareina itui, banding tidak dapat 

diajuikan teirhadap puituisan veirsteik, kareina veirzeit meiruipakan satui-satuinya uipaya hu ikuim yang 

sah. Veirzeit meimbeirikan keiseimpatan bagi teirguigat uintuik meimbeila diri atas keitidakhadirannya 

pada peirsidangan seibeilu imnya, deingan tuijuian agar puituisan veirsteik dipeiriksa u ilang. 

Upaya huikuim peirlawanan ataui veirzeit diatuir dalam Pasal 123 ayat (3) jo Pasal 129 HIR 

ataui Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg, dan dilaku ikan teirhadap Teirguigat yang dijatu ihkan 

puituisan keitidakhadiran (veirsteik). Dalam praktik peiradilan veirzeit dilakuikan Teirguigat keipada 

Peingadilan Neigeiri yang meinjatuihkan puituisan veirsteik dan keiduia peirkara teirseibuit (veirsteik dan 

veirzeit) dijadikan satu i dan dalam reigisteir dibeiri satu i nomor peirkara dan se idapat-dapatnya 

peirkara teirseibuit meinjatu ihkan puituisan veirsteik. Seilain itui meinuiruit Puituisan Mahkamah Agu ing 

RI Nomor 307/Sip/1975 tanggal 2 Se ipteimbeir 1976 peirkara veirzeit teirhadap pu ituisan veirsteik 

tidak boleih dipeiriksa dan dipu ituis seibagai peirkara barui. 

Seilain HIR dan RBg, pe idoman teiknis peilaksanaan veirzeit juiga dipeirkuiat deingan adanya 

Suirat Edaran Mahkamah Agu ing (SEMA) Nomor 9 Tahu in 1964. Suirat eidaran ini meineikankan 

peintingnya agar peimeiriksaan veirzeit seidapat muingkin dilaku ikan oleih majeilis hakim yang sama 

yang teilah meimuituis peirkara seicara veirsteik. Hal ini beirtuijuian uintuik meinjamin konsisteinsi dan 

keisinambuingan peimeiriksaan mateiri peirkara, seirta meinghindari adanya inteirpreitasi uilang yang 

beirteintangan teirhadap pokok seingkeita. SEMA teirseibuit juiga meineigaskan bahwa veirzeit 

dipeiriksa deingan cara peimeiriksaan biasa seibagaimana layaknya pe irkara gu igatan peirdata 

lainnya, agar meimbeirikan keiseimpatan yang seitara bagi teirguigat uintuik meimbeila diri. 

Keimuidian dalam me ingajuikan uipaya huikuim veirzeit/peirlawanan ini maka haru islah 

dilakuikan oleih pihak yang dijatu ihkan puituisan veirsteik ataui pihak-pihak dalam peirkara. 

Tidaklah dipeirkeinankan, me inuiruit pandangan Mahkamah Agu ing RI apabila pe irlawanan 

dilakuikan oleih pihak yang tidak dijatu ihkan puituisan veirsteik. Misalnya, tidaklah dibe inarkan 

apabila uipaya huikuim peirlawanan dilaku ikan oleih pihak keitiga seibagaimana dite igaskan oleih 



 
 

e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 726-735 
 

 

Puituisan Mahkamah Agu ing RI Nomor 524 K/Sip/1975 tanggal 7 Feibruiari 1980 ataui dilakuikan 

oleih pihak isteiri Teirgu igat seibagaimana seicara eiksplisit teirdapat pada Pu ituisan Mahkamah 

Aguing RI Nomor 10 K/Pdt/1984 tanggal 6 Agu istu is 1985. 

Veirzeit juiga meimpeiroleih peinguiatan meilaluii suimbeir huikuim tidak teirtuilis dalam beintuik 

yuirispruideinsi dan doktrin. Salah satu i puituisan Mahkamah Agu ing yang seiring dijadikan ruijuikan 

adalah Puituisan MA No. 494 K/Pdt/1983, yang me ineigaskan teintang batasan waktu i peingajuian 

veirzeit dan akibat huikuimnya apabila te inggat waktu i teirseibuit dilampauii.  

Peirlawanan (veirzeit) dihuibuingkan deingan pu ituisan veirsteik meingandu ing arti bahwa 

teirguigat beiruipaya meilawan pu ituisan veirsteik atau i teirguigat meingajuikan peirlawanan teirhadap 

puituisan veirsteik deingan tu ijuian agar puituisan itu i dilakuikan peimeiriksaan u ilang seicara 

meinyeiluiruih seisuiai deingan proseis peimeiriksaan kontradiktor deingan peirmintaan agar pu ituisan 

veirsteik dibatalkan seirta seikaliguis meiminta agar gu igatan peingguigat ditolak. Deingan deimikian, 

tuijuian veirzeit meimbeiri keiseimpatan keipada teirguigat uintuik meimbeila keipeintingannya atas 

keilalaian meinghadiri peirsidangan diwaktu i yang lalu i deingan meingajuikan bu ikti-buikti yang 

reileivan. 

Peilaksanaan veirzeit juiga beirtuijuian uintuik meilinduingi hak-hak pihak yang digu igat ataui 

teirguigat yang tidak hadir dalam prose is peirsidangan. Dalam beibeirapa kasu is, pihak yang 

diguigat ataui teirguigat mu ingkin tidak meingeitahuii teintang proseis peirsidangan atau i tidak dapat 

hadir kareina alasan yang sah. Veirzeit meimbeirikan keiseimpatan keipada pihak te irseibuit uintuik 

meimbeila diri dan meingaju ikan peirmohonan peimeiriksaan uilang kasuis teirseibu it, seihingga hak-

hak meireika dapat teirlindu ingi. 

Deingan deimikian, peilaksanaan uipaya huikuim veirzeit teirhadap puituisan veirsteik dalam 

huikuim acara peirdata meiruipakan uipaya uintuik meimastikan bahwa proseis peirsidangan beirjalan 

seicara adil dan bahwa hak-hak pihak yang digu igat ataui teirguigat dapat teirlinduingi. Veirzeit 

meinjadi salah satui meikanismei peinting dalam hu ikuim acara peirdata uintuik meimastikan bahwa 

keiadilan dapat diteigakkan dan bahwa pihak yang tidak hadir dalam prose is peirsidangan 

meimiliki keiseimpatan uintu ik meimbeila diri. 

 Meikanismei Peilaksanaan Veirzeit Teirhadap Pu itu isan Veirsteik Dalam Hu ikuim Acara 

Peirdata 

1. Teirguigat yang dijatu ihi puituisan veirsteik dan tidak meineirima pu ituisan teirseibuit 

meimiliki hak u intuik meingajuikan peirlawanan (veirzeit). Jika puituisan veirsteik 

dibeiritahuikan seicara langsu ing keipada teirguigat, maka veirzeit dapat diaju ikan dalam 

waktui 14 hari seiteilah peimbeiritahuian dilakuikan. Puituisan veirsteik seindiri tidak dapat 

dilaksanakan seibeiluim teinggang waktu i itui beirlalui, keicuiali dalam keiadaan meindeisak 
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di mana peilaksanaannya dipe irintahkan leibih awal, baik meilaluii amar puituisan 

mauipuin peirmohonan dari peingguigat keipada keituia peingadilan. 

2. Veirzeit adalah hak yang dijamin ole ih huikuim acara peirdata, seibagai beintuik bantahan 

teirhadap puituisan yang dijatu ihkan tanpa keihadiran teirguigat. Keitika guigatan 

dikabuilkan, teirguigat dibeirikan salinan pu ituisan dan dijeilaskan bahwa ia dapat 

meingajuikan veirzeit keipada peingadilan yang me injatuihkan puituisan teirseibuit, dalam 

jangka waktui dan deingan proseiduir yang teilah diteintuikan. 

3. Jika puituisan tidak dibe iritahuikan seicara langsu ing keipada teirguigat, maka pe ingajuian 

veirzeit masih dimuingkinkan sampai hari kei-8 seiteilah dilaku ikan peiringatan 

(aanmaning), ataui jika teirguigat teitap tidak hadir seiteilah dipanggil seicara patuit, maka 

teinggat waktu i dihituing dari hari peilaksanaan eikseikuisi. Batas waktu i peingajuian 

beirbeida antara wilayah te irteintui, dan seicara administratif, peirkara veirsteik dan veirzeit 

dicatat dalam satu i nomor peirkara. 

4. Peimeiriksaan veirzeit seidapat mu ingkin dilaku ikan oleih majeilis hakim yang sama 

deingan yang me injatuihkan puituisan veirsteik seibeiluimnya. Hakim yang me inangani 

veirzeit wajib meimeiriksa keimbali seiluiruih guigatan seibeiluimnya. Peimeiriksaan 

dilakuikan seicara biasa, deingan teirguigat teitap seibagai peilawan dan pe ingguigat 

seibagai teirlawan. 

5. Proseis peimeiriksaan dimuilai deingan peimbacaan puituisan veirsteik, dilanjuitkan deingan 

peimbuiktian oleih masing-masing pihak. Teirlawan (peingguigat) meimikuil beiban 

peimbuiktian atas gu igatannya, seimeintara peilawan (teirguigat) haruis meimbantahnya 

dan meimbuiktikan dalil-dalilnya. Su irat peirlawanan yang diaju ikan dapat me imuiat 

eikseipsi, dan para pihak dapat meinyampaikan reiplik seirta duiplik seibeiluim tahap 

peimbuiktian dan keisimpuilan. 

6. Apabila dalam pe imeiriksaan veirzeit, pihak peingguigat tidak hadir, pe imeiriksaan teitap 

dilanju itkan seicara kontradiktor. Namu in apabila te irguigat yang tidak hadir, maka 

akan dijatu ihkan pu ituisan veirsteik keiduia, yang tidak dapat lagi dilawan de ingan veirzeit, 

teitapi hanya dapat diaju ikan uipaya huikuim banding. 

7. Teinggat waktu i peingajuian veirzeit teitap meingacui pada 14 hari seijak peimbeiritahuian 

puituisan keipada teirguigat ataui kuiasanya, deingan keiteintuian bahwa su irat kuiasa 

meincantuimkan weiweinang uintuik meineirima peimbeiritahuian. Jika tidak dibe iritahuikan 

langsuing, batas waktu i dihituing seijak peiringatan ataui eikseikuisi dilaksanakan. 

Seibagai contoh, jika e ikseikuisi dilakuikan pada tanggal 1 Agu istu is, maka batas akhir 

peingajuian veirzeit adalah tanggal 8 Aguistu is. 
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Veirzeit seibagai uipaya huikuim teirhadap puituisan veirsteik meimbawa beirbagai implikasi 

huikuim yang peinting, baik seicara proseiduiral mauipuin suibstansial. Salah satui implikasi huikuim 

uitama dari peingajuian veirzeit adalah teirtuindanya eikseikuisi atas puituisan veirsteik yang teilah 

dijatuihkan. Dalam konteiks ini, peilaksanaan puituisan veirsteik yang beirsifat final ditangguihkan 

sampai proseis peimeiriksaan veirzeit seileisai dan meindapatkan puituisan barui dari peingadilan. 

Hal ini meimbeirikan peirlinduingan teirhadap hak teirguigat uintuik teitap meindapatkan 

keiseimpatan meimbeila diri seicara adil. 

Seilanjuitnya, veirzeit meimiliki implikasi beiruipa peimbuikaan keimbali peimeiriksaan 

peirkara seicara kontradiktor, di mana teirguigat yang seibeiluimnya absein dibeiri hak uintuik 

meingajuikan alat buikti, meinghadirkan saksi, seirta meimbantah dalil-dalil guigatan yang 

seibeiluimnya dikabuilkan seicara seipihak. Peimeiriksaan dilakuikan seicara meinyeiluiruih atas 

pokok peirkara yang teilah dipuituis veirsteik seibeiluimnya, dan posisi para pihak tidak beiruibah, 

yakni teirguigat teitap seibagai peilawan dan peingguigat seibagai teirlawan. 

Implikasi lainnya adalah bahwa veirzeit meimbeirikan jalan uintuik meimbatalkan ataui 

meingoreiksi puituisan veirsteik jika dalam peimeiriksaan uilang diteimuikan bahwa keitidakhadiran 

teirguigat pada peirsidangan peirtama buikan diseibabkan oleih keilalaian ataui keiseingajaan. Dalam 

hal ini, hakim meimiliki weiweinang uintuik meimbatalkan puituisan veirsteik dan meinjatuihkan 

puituisan barui beirdasarkan peimeiriksaan yang kontradiktor. Deingan deimikian, veirzeit 

meinjamin bahwa suiatui puituisan tidak seimata-mata meingikat teirguigat yang tidak peirnah 

dideingar peindapat dan peimbeilaannya di peirsidangan. 

Namuin, apabila teirguigat (peilawan) keimbali tidak hadir dalam proseis veirzeit, maka akan 

dijatuihkan puituisan veirsteik keiduia. Implikasi huikuimnya adalah bahwa teirhadap puituisan 

veirsteik keiduia teirseibuit, veirzeit tidak dapat lagi diajuikan, meilainkan hanya dapat diteimpuih 

uipaya huikuim banding. Hal ini meinuinjuikkan bahwa huikuim teitap meimbeirikan batas teirhadap 

peirlinduingan teirguigat deimi meinjaga keipastian huikuim. 

Veirzeit juiga meimiliki konseikuieinsi teirhadap statuis huikuim puituisan. Apabila veirzeit 

dikabuilkan, maka puituisan veirsteik seibeiluimnya tidak lagi meimiliki keikuiatan huikuim teitap 

(inkracht van geiwijsdei), dan digantikan oleih puituisan barui. Namuin, jika veirzeit ditolak, maka 

puituisan veirsteik teitap beirlakui dan dapat dieikseikuisi seipeirti puituisan biasa. 

Seicara normatif dan fuingsional, veirzeit beirpeiran seibagai alat uintuik meinyeiimbangkan 

asas peiradilan ceipat, muirah, dan seideirhana deingan asas peirlinduingan hak asasi, teiruitama 

dalam konteiks hak atas peimbeilaan (right to bei heiard). Oleih kareina itui, peineirapan veirzeit tidak 

hanya beirsifat proseiduiral, teitapi juiga meinganduing nilai keiadilan suibstansial dalam sisteim 

peiradilan peirdata Indoneisia. 
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4. KESIMPULAN 

              Seibagai peinuituip, dapat disimpuilkan bahwa  meikanismei veirzeit dalam huikuim acara 

peirdata Indoneisia meimiliki peiran yang sangat kruisial dalam meinjamin teigaknya keiadilan 

dan peirlinduingan hak-hak para pihak yang beirpeirkara.  Leibih dari seikadar proseiduir huikuim 

formal, veirzeit meireipreiseintasikan komitmein sisteim peiradilan uintuik meimastikan bahwa 

puituisan peingadilan tidak seimata-mata didasarkan pada keitidakhadiran salah satui pihak, 

meilainkan pada peimeiriksaan yang adil dan meinyeiluiruih atas pokok peirkara. 

            Tuijuian uitama veirzeit, yaitui meimbeirikan keiseimpatan keipada teirguigat yang dijatuihi 

puituisan veirsteik uintuik meimbeila diri dan meingajuikan buikti-buikti yang reileivan,  seikaliguis 

meinjadi landasan bagi implikasi huikuim yang signifikan.  Peinuindaan eikseikuisi puituisan 

veirsteik hingga proseis veirzeit seileisai meinjamin agar teirguigat tidak diruigikan seicara seipihak 

seibeiluim meindapatkan keiseimpatan uintuik meimbantah dalil-dalil peingguigat.  Leibih jauih lagi,  

keimuingkinan peimbatalan puituisan veirsteik jika keitidakhadiran teirguigat teirbuikti buikan kareina 

keiseingajaan ataui keilalaian,  meinuinjuikkan komitmein sisteim peiradilan uintuik meingoreiksi 

keisalahan-keisalahan yang muingkin teirjadi akibat puituisan veirsteik. 

            Namuin, peinting uintuik diingat bahwa veirzeit buikanlah jaminan muitlak bagi teirguigat 

uintuik meimeinangkan peirkara.  Keitidakhadiran teirguigat keimbali dalam proseis veirzeit akan 

beiruijuing pada puituisan veirsteik keiduia, yang hanya dapat diguigat meilaluii uipaya banding.  Hal 

ini meinuinjuikkan bahwa  sisteim huikuim teitap meimbeirikan batasan waktui dan keiseimpatan 

bagi teirguigat uintuik meimanfaatkan hak-hak huikuimnya,  seikaliguis meinjaga keipastian huikuim 

dan eifisieinsi proseis peiradilan.  

        Seicara keiseiluiruihan, veirzeit  meiruipakan peirwuijuidan keiseiimbangan antara prinsip 

keiceipatan dan     eifisieinsi peiradilan deingan prinsip keiadilan dan peirlindu ingan hak asasi 

manuisia, khuisuisnya hak uintuik dideingar dan meimbeila diri.  Meikanismei ini  tidak hanya 

beirsifat proseiduiral, teitapi juiga meimiliki implikasi suibstansial dalam meimastikan bahwa 

puituisan peingadilan  beinar-beinar meinceirminkan keibeinaran dan keiadilan bagi seimuia pihak 

yang teirlibat.  Peineirapan veirzeit yang eifeiktif dan adil meinjadi kuinci peinting dalam meinjaga 

keipeircayaan puiblik teirhadap sisteim peiradilan Indoneisia.  

Saran 

a. Untuik meinghindari adanya puituisan veirsteik yang diseibabkan oleih keitidaktahuian 

teirguigat, aparat peingadilan haruis meimastikan bahwa peimanggilan teilah dilakuikan 

seicara sah dan patuit seisuiai deingan keiteintuian HIR/RBg. Peinggu inaan teiknologi 

informasi dalam meinyampaikan peimanggilan juiga bisa meinjadi alteirnatif uintuik 

meimpeirkuiat akuirasi. 
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b. Diharapakan puila dalam rangka meineigakkan keipastian huikuim dalam konteiks 

reiguilasi meingeinai uipaya peirlawanan yaitui veirsteik, partij veirzeit dan deirdein veirzeit 

seibaiknya dari pihak leimbaga yuidikatif yaitui Mahkamah Aguing (MA) meimiliki 

suiatui peidoman yang mana meimuiat keiteintuian jeilas dan teirpeirinci agar para majeilis 

hakim meimpuinyai peimikiran yang sama dan seilaras. 
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